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Lampiran 1 Tabel Perbedaan Dari Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu |
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Penelitian Penulis

Judul Penelitian :
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BERDASARKAN
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GANTI RUGI
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TENTANG
PENGADAAN TANAH
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Metode Penelitian :
Metode penelitian hukum
normatif-empiris

Metode Penelitian
Pendekatan normatif-
doktriner dengan analisis
deskriptif

Metode Penelitian :
Metode yuridis-normatif
dengan pendekatan
deskriptif analitis

Tujuan Penelitian :
Mengetahui prosedur
pengadaan tanah dan
pelaksanaan di Kota Bima

Tujuan Penelitian :
Mengkaji ketentuan
pengadaan tanah dan
implementasi dalam
pembangunan bandara

Tujuan Penelitian :
Mengkaji pengaturan,
implementasi, dan
penyelesaian ganti
kerugian dalam
pengadaan tanah

Hasil Penelitian :
Prosedur pengadaan tanah
dilaksanakan dalam 4
tahap dan sesuai dengan
UU No. 2 Tahun 2012

Hasil Penelitian :
Implementasi pengadaan
tanah tidak sesuai
prosedur, terjadi
maladministrasi dan
kurangnya sosialisasi

Hasil Penelitian :
Proyek Bendungan
Cipanas mencapai 89%
progres, tetapi ada
kendala dalam
pembayaran kompensasi

Metode Penyelesaian :
Musyawarah dengan
masyarakat

Metode Penyelesaian :
Penyelesaian sengketa
melalui hukum

Metode Penyelesaian :
Musyawarah dan jalur
hukum




Lampiran 2 Panduan Wawancara Kepada Panitia Pengadaan Tanah

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Apa Latar belakang, Maksud dan Tujuan rencana dari Pembangunan

Bendungan Cipanas ?

Berapa Luas tanah yang dibutuhkan untuk Pembangunan cipanas ?

Lokasi Mana saja yang ditetapkan sebagai area Pembangunan bendungan

cipanas ?

Berapa Jumlah bidang tanah yang dibutuhkan dalam Pembangunan

Bendungan Cipanas ?

Berapa perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan cipanas ?

Berapa rencana anggaran untuk Pembangunan cipanas ?

Berapa lama perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah di

bendungan cipanas ini ?

Dalam pengadaan tanah, kendala apa saja yang dihadapi oleh panitia

pengadaan tanah ?

Lalu Upaya apa saja yang dilakukan panitia pengadaan tanah untuk

mengatasi kendala tersebut ?

10) Apakah dari hasil Hasil inventarisasi dan identifikasi terdapat penolakan/

keberatan ? dan bagaimana solusinya ?

11) Apakah dalam proses Musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian

terdapat pihak yang keberatan ?
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12) Bagaimana hasil musyawarah ganti rugi yang dilakukan dengan
masyarakat yang terkena pengadaan tanah ? apakah terdapat pihak yang

keberatan ?

13) Menurut sepengetahuan panitia pengadaan tanah, sejauh ini apakah ada
pihak — pihak yang berusaha mengintervensi atau menghalangi proses

pembebasan tanah ?
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Lampiran 3 Panduan Wawancara Kepada Kantor Desa/ Kantor Kecamatan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Bagaimana peran kantor desa dalam proses pengadaan tanah untuk
kepentingan umum di wilayah ini?

Bagaimana prosedur pemberitahuan kepada masyarakat desa tentang
rencana pengadaan tanah?

Apakah masyarakat desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan
pendapat atau keberatan terhadap rencana pengadaan tanah?
Bagaimana proses tersebut dijalankan?

Bagaimana kantor desa membantu dalam proses penentuan batas-batas
tanah yang akan dibebaskan?

Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh kantor desa dalam
pelaksanaan pengadaan tanah?

Bagaimana kantor desa mengelola konflik atau sengketa tanah yang
terjadi antara masyarakat selama proses pengadaan tanah?

Sejauh mana keterlibatan kantor desa dalam proses penilaian ganti rugi
bagi masyarakat yang tanahnya terkena pengadaan?

Bagaimana kantor desa berkoordinasi dengan BPN dan instansi lain yang
terkait dalam proses pengadaan tanah?

Apakah kantor desa terlibat dalam pendampingan masyarakat yang tidak
setuju dengan ganti rugi yang ditawarkan?

10) Bagaimana kantor desa memastikan bahwa hak-hak masyarakat desa

dilindungi selama proses pengadaan tanah?
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Lampiran 4 Panduan Wawancara Kepada Pihak Terdampak/ Masyarakat

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Bagaimana Anda pertama kali diberitahu tentang rencana pengadaan
tanah di wilayah ini?

Apakah Anda diberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan
manfaat dari proyek pengadaan tanah ini?

Bagaimana pendapat Anda tentang proses musyawarah yang dilakukan
untuk menentukan ganti rugi atas tanah Anda?

Apakah Anda merasa bahwa nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh
pemerintah sudah sesuai dengan harga pasar atau nilai tanah Anda?

Bagaimana dampak pengadaan tanah ini terhadap kehidupan sehari-hari
Anda dan keluarga?

Apakah Anda mengalami kesulitan dalam proses pengurusan dokumen
atau administrasi terkait pengadaan tanah ini?

Bagaimana Anda menilai peran kantor desa dan BPN dalam membantu
Anda selama proses pengadaan tanah ini?

Apakah ada keberatan atau protes dari masyarakat terkait pengadaan
tanah ini? Bagaimana hal tersebut ditangani?

Apakah Anda merasa bahwa hak-hak Anda sebagai pemilik tanah
dilindungi selama proses pengadaan tanah berlangsung?

10) Apa harapan Anda terhadap proyek yang akan dibangun di atas tanah

yang diambil?
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Lampiran 6 Surat Perizinan Kantor Kecamatan Conggeang

UNIVERSITAS PASUNDAN (A)

FAKULTAS HUKUM

Nomor : 555/UNPAS-FH.D1/N/IX/2024
Perihal . lzin Penelitian
Kepada Yth.

Kantor Kecamatan Conggeang
JI. Raya Conggeang No. 324 Conggeang-Sumedang 45391

Assalamuallaikum Wr. Whbr.
Dengan ini kami permaklumkan, bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,

yakni:
Nama : DWIKY SATRIA
NPM : 201000077
Semester : 9

Program Kekhususan : Hukum Perdata
Alamat :JI. Cipada No. 10 Kota Sumedang, Kecamatan Sumedang
Selatan, Kelurahan Kota Kulon, Jawa Barat

Sedang melaksakan Tugas Akhir menyusun Penulisan Hukum, guna menghadapi ujian Kesarjanaan pada
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dengan tema penulisan:

"PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN HAK ATAS TANAH DI CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM™

Untuk melengkapi Penulisan Hukum tersebut, diperlukan penelitian lapangan, yang dilaksanakan pada
Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak/lbu berkenan untuk memberikan izin penelitian serta dapat
memberikan informasi data yang diperlukan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu allaikum Wr. Wbr.

Bandung, 02 September 2024
Wakil Dekan |,

NIPY. 151.102.0

Ji Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261  Telp. 022-4262226, 4217343  Fax. 022-4217340



Lampiran 7 Surat Perizinan Badan Pertanahan Nasional Sumedang

UNIVERSITAS PASUNDAN

FAKULTAS HUKUM

Nomor : 559/UNPAS-FH.D1/N/IX/2024
Perihal 1 lzin Penelitian
Kepada Yth.

Kantor Pertanahan (BPN)-Kabupaten Sumedang
JI. Pangeran Kornel No.264, Pasanggrahan Baru, Kec. Sumedang Sel., Kabupaten Sumedang, Jawa
Barat 45311

Assalamuallaikum Wr. Wbr.
Dengan ini kami permaklumkan, bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,

yakni:
Nama :  DWIKY SATRIA
NPM : 201000077
Semester 1 9
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Alamat :JI. Cipada No. 10 Kota Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan, 4

Kelurahan Kota Kulon, Jawa Barat

Sedang melaksakan Tugas Akhir menyusun Penulisan Hukum, guna menghadapi ujian Kesarjanaan pada
Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, dengan tema penulisan:

""PELAKSANAAN GANTI RUGI PENGADAAN HAK ATAS TANAH DI CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM™"

Untuk melengkapi Penulisan Hukum tersebut, diperlukan penelitian lapangan, yang dilaksanakan pada
Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak/lbu berkenan untuk memberikan izin penelitian serta dapat
memberikan informasi data yang diperlukan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terimakasih.
Wassalamu allaikum Wr. Wbr.

Bandung, 05 September 2024
Wakil Dekan |,

NIPY. 151.102.0

JU Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261  Telp. 022-4262226, 4217343  Fax. 022-4217340
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Lampiran 8 Surat Balasan Keterangan Melakukan Penelitian

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN CONGGEANG

Alamat : Jalan Raya Conggeang Nomor 322 Telp. (0261) -
Emall ; keg.conggeang@amall.com IG : KecamatanConggeang FB : Kecamatan Conggeang
SUMEDANG

Yth,

. B/446/800.1.4.1/1X/2024 Sumedang, 05 September 2024
. Biasa

1zin Penelitian

Kepada

Wakil Dekan | Universitas
Pasundan Fakultas hukum
di

Bandung

Menindaklanjuti Surat dari UNVERSITAS Pasundan Fakultas
Hukum Perihal.Surat 1zin Penelitan Tanggal 02 September 2024
Maka pada dasarnya tidak keberatan, dan memberikan ijin Kepada :

Nama : DWIKY SATRIA
Npm : 201000077
Semester )

Program Kekhususan @ Hukum perdata

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan
terimakasih.
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